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TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
1. Pratiwi, Dwi (2023), “implementasi kebijakan penanggulangan stunting Di Kota Batam” dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakanpenanggulangan stunting di Kota Batam Berhasil. 
2. Anggreni, D. (2021) “Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi kemudian dianalisis menggunakan model interaktif miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon sudah berjalan cukup baik.
3. Nuramalia, S., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022) “Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisa data dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif. Hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal.
4. Sunaryo, D.R., Candradewini, C., & Arifianti, R.  (2021) “Impelementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penangulangan stunting di Kabupaten Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horg yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan,  peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dari penelitian, di ambil kesimpulan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung.
5. Sutraningsih, W., Marliandawani, J., & Silitonga, E. (2021) melakukan penelitian berjudul “Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian dipilih secara teknik purposive sampling yang terdiri atas fasiliator kabupaten, konselor PMBA kecamatan, serta sasaran konseling (ibu hamil, ibu bersalin, dan masyarakat). teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi PMBA (Inisiasi Menyusu Dini, ASI Ekslusif, MP-ASI, dan pemberian ASI hingga 2 tahun) telah dijalankan sesuai prosedur pelatihan, namun penerapannya belum optimal. Hasil implementasinya belum berhasil optimal akibat kendala pengetahuan, dukungan keluarga, mitos budaya dan lemahnya monitoring.
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	No 
	Nama, Tahun, Judul Penelitian Terdahulu
	Hasil penelitian terdahulu
	Perbedaan dengan penelitian penulis

	1. 
	( Pratiwi, D. A (2023). 
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kota Batam



	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kota Batam telah berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
	Perbedaan terletak pada fokus wilayah dan objek penelitian. Penelitian Pratiwi dilakukan pada tingkat umum penanggulangan Stunting, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat desa dengan mengkaji Implementasi program spesifik “Aku Sayang Tegar”

	2. 
	(Anggreni, D. (2021). 
Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulun sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis dan sumber daya. 
	Perbedaan terletak pada lokasi dan aktor pelaksana. Penelitian terhadulu berfokus pada puskesmas sebagai institusi kesehatan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan Stunting berbasis desa. 

	3. 
	(Nuramalia, S., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022) Implementasi kebijakan pencegahan Stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Saguling belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat.
	Perbedaan terletak pada jenis kebijakan dan karakter program. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pencegahan stunting secara umum, sedangkan penelitian penulis meneliti program inovatif desa “Aku Sayang Tegar” yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan keluarga. 

	4. 
	(Sunaryo, D.R., Candradewini, C., & Arifianti, R.  (2021)
Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung

	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung belum berhasil menurunkan kasus Stunting secara signifikan karena berbagai hambatan implementasi.
	Perbedaan terletak pada skala analisis dan pendekatan. Penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat Kabupaten, Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi program di tingkat desa dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam pada konteks lokal.

	5.
	(Sutraningsih, W., Marliandawani, J., dan Silitonga, E (2021).
Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil

	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan stunting telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun belum optimal akibat kendala pengetahuan masyarakat, budaya dan lemahnya monitoring.
	Perbedaan terletak pada fokus strategi dan bentuk intervensi. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada strategi PMBA, sedangkan penelitian penulis berfokus pada program desa “Aku Sayang Tegar” yang menekankan sosialisasi, edukasi, dan perubahan perilaku keluarga.
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Administrasi Publik merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama. (Waldo, 1955) Administrasi Publik tidak hanya berhubungan dengan aktivitas pemerintahan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan tujua sosial yang ingin dicapai oleh negara. Artinya, Administrasi Publik bukan hanya sekedar kegiatan teknis, melainkan juga memiliki dimensi moral dan politik yang menekankan pelayanan kepada masyarakat. sementara itu, (Nigro & Nigro, 1984) mendefinisikan administrasi publik sebagai pelaksanaan kebijakan publik oleh aparatur pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka menekankan bahwa administrasi publik memiliki peran penting dalam mengubah keputusan politik menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi publik.
administrasi publik adalah seluruh aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh aparatur negara dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas (Syafiie, 2006)
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Paradigma administrasi publik mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. perkembanga tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat. dalam kajian administrasi publik, paradigma digunakan sebagai cara pandang dalam memahami bagaimana administrasi publik dijalankan serta bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik (Henry, 2015).
Menurut Nicholas Henry, administrasi publik mengalami perkembangan melalui beberapa tahapan paradigma yang menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap awal, administrasi publik dipengaruhi oleh paradigma kalsik yang menekankan pemisahan antar politik dan administrasi, serta berfokus pada efisiensi, rasionalitas, dan profesionalisme birokrasi (Henry, 2015).
Selanjutnya, paradigma administrasi publik berkembang menuju pendekatan New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, serta orientasi pada kinerja dan hasil. Dalam paradigma ini, pemerintah didorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Subarsono, 2012)
Namun demikian paradigma New Public Managemt mendapat kritik karena terlalu menekankan aspek efisiensi dan kurang memperhatikan nilai-nilai publik. Oleh karena itu, muncul paradigma New Public Service (NPS) yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam paradigma ini, pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan (Denhardt, 2003).
Dengan demikian, paradigma administrasi publik menunjukkan adanya pergeseran dari birokratis menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam penelitian ini, paradigma New Public Service relevan digunakan karena pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta peran pemerintah pelayanan yang optimal.
[bookmark: _Toc219839927][bookmark: _Toc220588057][bookmark: _Toc227580977][bookmark: _Toc227620472]Konsep Pemerintah Desa
Pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan di dalam UU desa No. 6 Tahun 2014, menurut pasal 1 ayat (2) “pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konsep desa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan negara, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan denagn asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
(Ndraha, 2011), pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pemerintah desa berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah orang yang dipercayakan masyarakat desa untuk mengatur dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembangunan dalam desa. Fungsi kepala desa sebagai direktur organisasi (peran birokrasi), dalam pemerintahan desa harus disertai dengan peran lain, yaitu peran legislatif (pembentukan peraturan Desa/Perdesaan), peran anggaran (pembentukan anggaran), pendapatan dan pengeluaran/APBDes), dan peran perencanaan yang membentuk peran kepala desa sebagai perencana pembangunan desa. Kepala desa diharapkan menjalankan semua fungsi pelayanannya.
Selain itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan program, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
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Kebijakan publik merupakan serangkaian dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. (Winarno, 2008) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil interaksi antara aktor-aktor pemerintah dengan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. kebijakan publik tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga mencakup program dan kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Sementara itu, (Agustino, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karena itu, kebijakan publik selalu berkaitan dengan kepentingan publik dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. 
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Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting setelah suatu kebijakan ditetapkan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan kata lain, implementasi tidak hanya berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi berlanjut pada proses pelaksanaan di lapangan (Agustino, 2016).
Implementasi juga dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang terencana, yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya,  serta mekanisme tertentu dalam suatu sistem. Proses ini mencakup upaya untuk mengubah rencana yang masih bersifat konseptual menjadi tindakan yang lebih operasional dan konkret (Usman, 2002)
Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tidak terlepas dari interaksi antara tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik serta dukungan dari sistem birokrasi yang efektif agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan (Setiawan, 2004).
Selain itu, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi yang efektif, serta minimnya dukungan dari lingkungan sosial dan politik. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Subarsono , 2012).
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan terencana untuk mewujudkan kebijakan ke dalam praktik nyata, melalui interaksi antar tujuan, pelaksana, serta sistem pendukung, sehingga kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. 
a. Implementasi Kebijakan George C. Edward III
(Edward III, 1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tentukan oleh empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. 
1) Komunikasi 
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (implementors) serta kelompok sasaran (target groups). Komunikasi yang efektif menjadi prasyarat utama dalam implementasi kebijakan, karena tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap isi dan tujuan kebijakan, pelaksana tidak dapat menjalankan kebijakan secara optimal.
(Edward III, 1980) mengemukakan bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga dimensi utama, yaitu Transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Transmisi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disalurkan melalui saluran komunikasi yang tepat sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan mengacu pada tingkat kemudahan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Sementara itu, konsistensi berkaitan dengan stabilitas informasi yang disampaikan, sehingga tidak terjadi perubahan kebijakan yang membingungkan pelaksana.
2) Sumber Daya
Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana. Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa komponen utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial (anggaran), sarana dan prasarana, serta wewenang (authority). Sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah dan kompetensi pelaksana kebijakan. Sumber daya finansial berhubungan dengan ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan implementasi. Sarana dan prasarana mencakup fasilitas yang menunjang pelaksana kebijakan, sedangkan wewenang berkaitan dengan legitimasi yang dimiliki oleh pelaksana dalam mengambil tindakan.
3) Disposisi (Disposition)
Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Variabel ini menekankan pada aspek internal pelaksana, yaitu sejauh mana mereka memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edwards menjelaskan bahwa disposisi mencakup beberapa unsur penting, seperti komitmen pelaksana, kejujuran (honesty), dan tingkat penerimaan terhadap kebijakan. Pelaksana komitmen tinggi akan berupaya menjalankan kebijakan secara maksimal, sedangkan pelaksana yang tidak memiliki sikap yang mendukung cenderung akan menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, integritas pelaksana juga berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
4) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Struktur birokrsi berkaitan dengan sistem organisasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme kerja, pembagian tugas, serta hubungan antar unit organisasi. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan. (Edward III, 1980) mengidentifikasi dua aspek utama dalam struktur birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures/SOP) dan fragmentasi (fragmentation). SOP merupakan pedoman atau aturan baku yang mengatur tata cara pelaksanaan kebijakan agar berjalan secara sistematis dan konsisten. Sementara itu, fragmentasi berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antar unit atau instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinkronisasi, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
b. Implementasi kebijakan (Mazmanian, 1983) Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2012) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variable lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Karakteristik masalah berkaitan dengan tingkat kesulitan masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan. Semakin kompleks masalah, baik dari segi teknis, cakupan sasaran, maupun tuntutan perubahan perilaku masyarakat, maka semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif. karakteristik kebijakan atau undang-undang menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mengarahkan proses implementasi. Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, konsisten, serta didukung oleh pengaturan sumber daya, pembagian kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur akan lebih mudah dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Sementara itu, variabel lingkungan mencakup kebijakan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta dukungan masyarakat dan sikap pelaksana. Lingkungan yang kondusif akan mendukung keberhasilan implementasi.
c. Menurut (Hogwood, 1984) Implementasi kebijakan yang sempurna (perfect implementation) pada dasarnya sulit dicapai dalam praktik. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada terpenuhinya kondisi ideal, seperti kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, hubungan sebab-akibat yang jelas, serta koordinasi dan kepatuhan para pelaksana. Namun, dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut jarang terpenuhi karena adanya berbagai keterbatasan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar pelaksana, serta perubahan kebijakan selama proses pelaksanaan.
Peneliti memilih menggunakan teori implementasi (Edwards III, 1980) karena teori ini paling relevan untuk menganalisis pelaksanaan program di lapangan melalui empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berfokus pada implementasi Program Pencegahan Stunting ‘Aku Sayang Tegar’ di tingkat desa. Teori Edwards III lebih operasional, mudah diukur, dan mampu menjelaskan hambatan-hambatan implementasi yang sering muncul dalam konteks birokrasi desa.
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Stunting merupakan salah salah satu bentuk permasalahan gizi krinis yang ditandai dengan kondisi tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan standar usianya. Kondisi ini terjadi akibat kekuranagan asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada periode penting pertumbuhan anak, sehingga menghambat perkembangan fisik secara optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018). 
Selain disebabkan oleh faktor kekurangan gizi, stunting  juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi lain seperti infeksi berulang, rendahnya kualitas kehatan lingkungan, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.
menurut standar pertumbuhan yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), seorang anak dikategorikan mengalami stunting apabila nilai tinggi badan menurut usia berada di bawah minus dua standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak (WHO, 2014). 
Stunting tidak hanya berdampak pada aspek fisik berupa tinggi badan yang tidak optimal, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya dalam jangka panjang.
Permasalahan stunting menjadi perhatian dunia karena berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, stunting termasuk dalam salah satu indikator yang menjadi fokus dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam upaya mengurangi kelaparan dan segala bentuk malnutrisi. Upaya penanggulangan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat serta sektor lainnya.
a. Ciri-ciri stunting pada anak
Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi menurut usia dari WHO.
Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak, tergantung dari hasil pengukuran tersebut jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri lainnya yaitu:
1) Pertumbuhan melambat
2) Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
3) Pertumbuhan gigi terlambat
4) Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya
5) Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
6) Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun
7) Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan)
8) Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi
b. Faktor penyebab stunting
Penyebab tidak langsung kejadian stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi karena hal ini erat berkaitan nya dengan kemampuan memenuhi asupan gizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita, urbanisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan, pendidikan serta pemberdayaan perempuan. 
Penyebab lain dari kondisi anak stunting adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja. Tidak terlaksananya inisiasi menyusui Dini (IMD), gagalnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) perlu di perhatikan kuantitas, kualitas, keamanan, dan kebersihan pangan yang di berikan (TNP2K, 2018).
Stunting tidak hanya berdampak pada gagal tumbuh anak, tetapi juga dapat berdampak pada intelektual anak bahkan penyakit kronis lainnya seperti kanker yang dapat mengganggu pendapatan perkapita indonesia dimasa yang akan datang (PPN/Bappenas, 2018).
c. Dampak stunting
Dampak yang ditimbulkan stunting terbagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dampak tersebut adalah sebagai berikut :
1) Dampak jangka pendek
a) Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian
b) Tidak optimalnya perkembangan kognitif, motorik, dan verbal
c) Peningkatan biaya kesehatan
2) Dampak jangka panjang
a) Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa 
b) Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya
c) Menurunnya kesehatan reproduksi
Masa emas pertumbuhan adalah pada 100 HPK. Apabila masa emas ini tidak terjadi sebagaimana mestinya, maka pertumbuhan tidak hanya bisa dikejar pada periode berikutnya bahkan ketika gizinya dipenuhi dengan baik dan anak tetap akan mengalami gangguan pertumbuhan otak sehingga aka berdampak pada masa depan anak.
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementrian Kesehatan saja tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Indonesia.
d. Pencegahan Stunting
Data pemantauan Status Gizi (PSG) dari kementerian kesehatan RI, jumlah anak pendek terbilang cukup tinggi. Kasus anak dengan kondisi ini memiliki jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan permasalahan gizi lainnya, seperti anak kurang gizi, kurus dan gemuk.
Stunting pada anak merupakan satu dari beberapa program prioritas yang dicanangkan pemerintah agar angka kasusnya diturunkan setiap tahun. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016. Cara mencegah stunting menurut pedoman penyelenggaraan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, yakni :
1) Cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin
a) Pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi
b) Pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC) secara rutin dan berkala
c) Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat,   seperti dokter, bidan, maupun puskesmas
d) Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini
2) Cara mencegah stunting untuk anak balita
a) Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita
b) Melakukan stimulasi dini perkembangan anak
c) Memberikan pelayanan dan perawatan kesehataan yang optimal untuk anak
3) Cara mencegah stunting untuk anak sekolah
a) Memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak
b) Mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan. Lakukan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak.
4) Cara mencegah stunting pada remaja
a) Membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba
b) Mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi (bisa dilakukan pada anak yang sudah masuk usia remaja, yaitu 14-17 tahun)

5) Cara mencegah pada usia dewasa
a) Memahami seputar keluarga berencana (KB)
b) Melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular 
c) Senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), Pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba.
[bookmark: _Toc219839931][bookmark: _Toc220588061][bookmark: _Toc227580981][bookmark: _Toc227620476]7. Program “Aku Sayang Tegar”
Program “Aku Sayang Tegar” merupakan program resmi Pemerintah Desa Telaga Itar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Telaga Itar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus Akademi Keluarga Unggul Selamatkan dari Bahaya Stunting Desa Telaga Itar. 
Program “Aku Sayang Tegar” merupakan bentuk inovasi desa dalam upaya pencegahan stunting yang berorientasi pada pendekatan promotif dan preventif. Pendekatan promotif dilakukan melalui edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh anak, gizi seimbang, serta kesehatan ibu dan anak yang diberikan oleh kader posyandu dan lintas sektor. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan melalui pemantauan tumbuh kembang anak, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta keterlibatan tenaga kesehatan dan pemerintah desa.
Selain itu, program ini juga didukung oleh pemberian makanan bergizi dan susu pada anak yang termasuk kategori stunting sebagai pendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Secara konseptual, program aku sayang tegar sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, di mana keluarga ditempatkan sebagai subjek utama dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan. Program ini berorientasi pada pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai pola asuh dan gizi anak, selain itu program ini juga berorientasi pada pemberian makanan tetapi bukan menjadi fokus utama program tersebut.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas keluarga dalam memahami dan menerapkan perilaku hidup sehat.
Pelaksanaan program aku sayang tegar melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, kader posyandu, serta pemateri lintas sektor yang mencerminkan adanya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan. 










[bookmark: _Toc227580982][bookmark: _Toc227620477]C. Kerangka Konseptual
[bookmark: _Hlk229513626]Gambar 1. Kerangka Konseptual
[bookmark: _Toc219874288][bookmark: _Toc219874253][bookmark: _Toc219874346]Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
(Tentang percepatan penurunan dan pencegahan Stunting)



SK kepala Desa Telaga Itar Nomor 14 Tahun 2023
(AKU SAYANG TEGAR)
1. promotif
2. preventif





Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edwards III
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi




Implementasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting “Aku Sayang Tegar” di Desa Telaga Itar Telah Terimplementasi, namun belum optimal



Sumber : Dibuat penulis (2026)

